
 





KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan disusun

berdasarkan kegiatan yang tertuary dalam DIPA Direktorat Pembangunan Sarana dan

Prasarana Desa rlan Perdesaan Tahun Anggarunz0z3'

Laporan Kinerja Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan disusun

sebagai bentuk pertanggungfawaban atas pelaksa1azntugas dan fungsi yang telah

diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran- Selain itu laporan

kinerja juga disusun untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuaa dan

sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja yang akan datang-

Kami menyadari bahwa dalam pencapaian kinerja di tahun ini masih belum sempurna, untuk

itu saran dan masukan sangat kami perlukan, dan akan dijadikan bahan untuk peningkatan

kinerj a pelaksanaan aflggar a$ dikemudian hari.

Demikian laporan kinerja ini disusun, semoga dapatdijadikan acuan untuk kemajuan

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan maupun Direktorat

Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan'

Jakarta, Desember 2023

Direktur
Pembangunan Sarana dan

Desa dan Perdesaan.

Nursaid, S.Sos., M.M.
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RINGKASAN EKSEKUTIF 

 

 
Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan 

sarana dan prasarana desa dan perdesaan. Indikator Kinerja Utama Direktorat Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu Jumlah bahan 

kebijakan dan regulasi pembangunan prasarana dan sarana desa dan perdesaan yang ditetapkan; 

Persentase kegiatan pembangunan prasarana dan sarana desa dan perdesaan yang sesuai dengan 

dokumen perencanaan teknis pembangunan prasarana dan sarana desa dan perdesaan dan 

fungsional; serta Terlaksananya monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang 

pembangunan sarana, prasarana Desa dan Perdesaan. 

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan memiliki alokasi Anggaran 

sesuai dengan pagu akhir DIPA 2023 sebesar Rp 97.062.160.000,-. Proporsi anggaran di 

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan adalah sebagai berikut . 

Realisasi penyerapan anggaran sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 

96.782.487.642,- (99,71%). Hingga pada akhir tahun anggaran, 31 Desember 2023, terdapat 

sisa anggaran sejumlah Rp. 279.672.358,- (0,29%). Bantuan pembangunan sarana dan 

prasarana desa dan perdesaan tersebar merata di 28 provinsi, 118 kabupaten, dan 208 desa. 

Pembangunan diarahkan sebagai stimulant Pengembangan Objek Wisata Desa; Pembangunan, 

Pengembangan dan Rehabilitasi Pasar Desa; Fasilitasi Pengembangan Potensi Pariwisata 

Terpadu di Kawasan Perdesaan; Pengembangan Amenitas Wisata; dan Pembangunan, 

Pengembangan, dan Rehabilitasi Jalan Kawasan. 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

 
A. Latar Belakang 

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan harapan dan peluang bagi 

Desa untuk mendapat perhatian lebih dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendorong percepatan kemandirian desa. Maka dari 

itu, pembangunan desa dan perdesaan diarahkan untuk (1) Mengurangi kemiskinan dan 

kerentanan ekonomi di perdesaan; (2) Memenuhi standar pelayanan minimum khususnya 

di desa-desa tertinggal dan perbatasan; (3) Meningkatkan keberdayaan masyarakat 

perdesaan; (4) Penguatan tata kelola pemerintahan Desa yang baik; (5) Mewujudkan 

Desa berkelanjutan, yang berbasis pada potensi sumber daya sosial budaya lokal dan 

daerah; serta (6) Membangun keterkaitan desa-kota melalui pengembangan kegiatan 

perekonomian hulu-hilir dan industrialisasi perdesaan, khususnya di desa-desa yang telah 

berkembang dan mandiri yang terkait dengan industri di pusat- pusat pertumbuhan 

terdekat. 

Kondisi tersebut diatas dapat terwujud jika didorong oleh penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik (good governance) dengan pengembangan dan penerapan sistem 

pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, bersih, 

dan bertanggung jawab. 

Dalam rangka mendorong hal tersebut, diperlukan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang terintegrasi dari sistem perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi kinerja dan kegiatan yang kemudian 

dituangkan dalam Laporan Kinerja (LAPKIN). LAPKIN disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diamanatkan kepada 

setiap instansi pemerintah atas penggunaan seluruh sumber dayanya, meliputi Sumber 

Daya Manusia, sarana dan prasarana serta anggaran. Selain itu LAPKIP juga disusun 

untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran 

strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja yang akan datang. 

Kebijakan teknis Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan 

tahun 2023, bahwa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa dan perdesaan 

diprioritaskan untuk mendukung kegiatan prioritas Kementerian Desa, Pembangunan 

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 
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B. Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan 

Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (Direktorat 

Jenderal PDP) Tahun 2020-2024 difokuskan untuk mendukung pencapaian tujuan 

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, yakni: Mendorong terwujudnya Desa 

Berkembang dan Mandiri, serta kolaborasi perdesaan dengan perkotaan melalui 

pengembangan Kawasan Perdesaan secara berkelanjutan. Secara lebih rinci, sasaran 

strategis yang akan dicapai adalah sebagaimana dalam tabel berikut: 
 

Tabel 1. 1 Sasaran Strategis Direktorat Jenderal PDP Tahun 2020-2024 

 

 
TUJUAN UMUM 

 
RINCIAN TUJUAN 

INDIKATOR SASARAN 

STRATEGIS 

 
RINCIAN INDIKATOR 

Mendorong 
terwujudnya Desa 
Berkembang dan 

Mandiri,  serta 
kolaborasi perdesaan 
dengan perkotaan 
melalui 
pengembangan 
Kawasan Perdesaan 
secara berkelanjutan 

• Mempercepat pembangunan 
desa dalam 
rangkameningkatkan 
kemandiriandan daya saing 
desa dan kawasan 
perdesaan, melalui 
pembangunan sarana dan 
pra sarana, pengembangan 
sosial budaya dan 
lingkungan, serta 
pemberdayaan masyarakat 
dan advokasi; 

• Jumlah desa mandiri 
• Jumlah desa 

berkembang 
• Jumlah desa tertinggal 

• Penambahan 5.000 
desa mandiri 

• Penambahan 10.000 

desa berkembang 

• Indeks rata-rata 
perkembangan 62 KPPN 
(Kawasan Perdesaan 
Prioritas Nasional) 

• Indeks rata-rata 
perkembangan 30 
Kawasan Perdesaan 
Prioritas Kementerian 

• Peningkatan Indeks rata-rata 
perkembangan 

62 KPPN (Kawasan 
Perdesaan Prioritas Nasional) 

• Peningkatan Indeks rata-rata 
perkembangan 
30 Kawasan Perdesaan 
Prioritas Kementerian 

• Mengembangkan kerjasama 
desa dan pembangunan 
kawasan perdesaan untuk 
mewujudkan pusat- 
pusatpertumbuhan di 
perdesaan; 

 
• Fasilitasi dan koordinasi 

pembangunan desa dan 
perdesaan untuk mendorong 
peningkatan kesejahteraan 
masyarakat desa dan 
perdesaan 
dan 
penanggulangan kemiskinan 
perdesaan; 

Persentase kemiskinan di 
perdesaan 

Persentase kemiskinan di 
perdesaan pada akhir RPJMN 
sebesar 9,90persen 

Meningkatnya kualitas 
reformasi birokrasi dan 
kapasitas organisasi 

• Nilai Reformasi Birokrasi 
• Nilai Kesehatan organisasi 
• Persentase pelaksanaan e- 

government (SPBE) Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik 

• Indeks PenerapanSistem 
Merit 

• Mewujudkan tata kelola 
pemerintahan yang agile, 
efektif, efisien dan 
terpercaya. Meningkatnya 

pengawasan, pengendalian 
dan akuntabilitas aparatur 
yang baik serta aturan yang 
efektif 

• Nilai Opini BPK atas Laporan 
Keuangan 

• Nilai integritas 
• Nilai SAKIP 

• Tingkat maturitas SPIP 
(Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah) 
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C. Struktur Organisasi 

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan berada dibawah 

Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, dan berdasarkan Keputusan 

Menteri Desa Nomor 132 tahun 2020, memiliki bentuk struktur organisasi sebagai 

berikut: 

Adapun ketersediaan sumber daya manusia pada Direktorat Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Desa dan Perdesaan adalah sebagai berikut: 
 

Gambar 1. 3 Ketersediaan Sumber Daya Manusia 

Gambar 1. 2 Struktur Organisasi 
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D. Sistematika Penyajian 

Pada dasarnya Laporan ini untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan dalam Tahun Anggaran 2023, 

dengan bentuk sajian seperti berikut: 

Bab I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai gambaran umum atau profil singkat Direktorat 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan serta sekilas pengantar lainnya 

seperti, tujuan dan serta sistematika penyajian laporan. 

Bab II. PERENCANAAN KINERJA 

Pada bab ini dijelaskan secara ringkas dan diikhtisarkan beberapa hal penting dalam 

perencanaan kinerja dengan mengacu pada Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. 

Bab III. AKUNTABILITAS KINERJA 

Pada bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran program dan kegiatan Direktorat 

Jenderal PDP dan evaluasi capaian kinerja serta akuntabilitas keuangan. 

Bab IV. PENUTUP 

Pada bab ini diuraikan kesimpulan menyeluruh dari isi Laporan Kinerja dan rekomendasi 

yang diperlukan sebagai bahan masukan untuk perencanaan dan perbaikan kinerja. 
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BAB II PERENCANAAN KINERJA 

 

 
A. Tugas dan Fungsi 

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan memiliki tugas untuk 

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan 

sarana dan prasarana Desa dan Perdesaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan memiliki fungsi sebagai berikut: 

1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan 

utilitas kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, 

pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta 

pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Desa dan 

Perdesaan; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan utilitas 

kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, 

pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta 

pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Desa dan 

Perdesaan; 

3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembangunan sarana, 

prasarana, dan utilitas kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana 

konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta 

pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Desa dan 

Perdesaan; 

4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembangunan sarana, 

prasarana, dan utilitas kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana 

konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta 

pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Desa dan 

Perdesaan; 

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana, prasarana, dan 

utilitas kawasan permukiman, pembangunan sarana dan prasarana konektivitas, 

pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, dan sosial budaya, serta 

pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan informatika Desa dan 

Perdesaan; dan 

6. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat 
 

B. Indikator Kinerja Utama 

Berdasarkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang 

Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Tahun 2022-2024, Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa 

dan Perdesaan memiliki Indikator Kinerja Utama sebagai berikut: 
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Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama 
 

No Sasaran Kegiatan No Indikator Kinerja Utama 

1 Tersedianya bahan kebijakan dan 

regulasi pemenuhan NSPK Desa 

dan Perdesaan 

1.1 Jumlah bahan kebijakan dan 

regulasi pemenuhan NSPK Desa 

dan Perdesaan yang ditetapkan 

2 Terpenuhinya prasarana dan sarana 

Desa dan Perdesaan 

2.1 Persentase kegiatan pembangunan 

prasarana dan sarana Desa dan 

Perdesaan yang sesuai dengan 

dokumen Perencanaan Teknis 

pembangunan Prasarana dan Sarana 

Desa dan Perdesaan dan fungsional 

3 Terlaksananya monitoring dan 

evaluasi dan pelaporan di bidang 

pembangunan sarana, prasarana 

Desa dan Perdesaan 

3.1 Jumlah dokumen hasil monitoring 

dan evaluasi dan pelaporan di 

bidang pembangunan sarana, 

prasarana Desa dan Perdesaan 

 

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 

Perjanjian kinerja merupakan perwujudan atas komitmen Direktorat Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan dalam meningkatkan integritas, akuntabilitas, 

transparansi, dan kinerja aparatur, serta sebagai dasar untuk melakukan monitoring, 

evaluasi, dan supervisi atas capaian kinerja. Dengan memperhatikan Keputusan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 

tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2022-2024, serta 

mempertimbangkan alokasi anggaran tahun 2023 dan beban tugas, maka ditetapkan 

perjanjian kinerja tahun 2023 sebagai berikut: 

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023 
 

No Sasaran Kegiatan No 
Indikator Kinerja 

Utama 
Target Satuan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Tersedianya bahan 

kebijakan dan 

regulasi pemenuhan 

NSPK Desa dan 

Perdesaan 

1.1 Jumlah bahan kebijakan 

dan regulasi pemenuhan 

NSPK Desa dan 

Perdesaan yang 

ditetapkan 

4 Dokumen 

2 Terpenuhinya 

prasarana dan sarana 

Desa dan Perdesaan 

2.1 Persentase kegiatan 

pembangunan prasarana 

dan sarana Desa dan 

Perdesaan yang sesuai 

dengan dokumen 

Perencanaan Teknis 

pembangunan 

70 Persen (%) 
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No Sasaran Kegiatan No 
Indikator Kinerja 

Utama 
Target Satuan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

   Prasarana dan Sarana 

Desa dan Perdesaan dan 

fungsional 

  

3 Terlaksananya 

monitoring dan 

evaluasi dan 

pelaporan di bidang 

pembangunan sarana, 

prasarana Desa dan 

Perdesaan 

3.1 Jumlah dokumen hasil 

monitoring dan evaluasi 

dan pelaporan di bidang 

pembangunan sarana, 

prasarana Desa dan 

Perdesaan 

1 Dokumen 
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BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 
A. Capaian Kinerja Organisasi 

1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 

Capaian kinerja Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan 

Perdesaan tahun anggaran 2023 bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan 

pada perjanjian kinerja dapat ditampilkan sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 3. 1 Capaian Kinerja Tahun 2023 
 

No Indikator Kinerja Utama Satuan Target Realisasi Capaian 

1 Jumlah bahan kebijakan dan 

regulasi pemenuhan NSPK 

Desa dan Perdesaan yang 

ditetapkan 

Dokumen 4 6 150% 

2 Persentase kegiatan 

pembangunan prasarana dan 

sarana Desa dan Perdesaan 

yang sesuai dengan 

dokumen Perencanaan 

Teknis pembangunan 

Prasarana dan Sarana Desa 

dan Perdesaan dan 

fungsional 

Persen (%) 70 100 143% 

3 Jumlah dokumen hasil 

monitoring dan evaluasi dan 

pelaporan di bidang 

pembangunan sarana, 

prasarana Desa dan 

Perdesaan 

Dokumen 1 1 100% 

 
Realisasi jumlah bahan kebijakan dan regulasi pemenuhan NSPK Desa dan 

Perdesaan yang ditetapkan, diukur dari jumlah bahan kebijakan dan regulasi 

Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan Kawasan Perdesaan yang ditetapkan 

pada tahun yang bersangkutan. Pada tahun anggaran 2023, bahan kebijakan dan 

regulasi pembangunan prasarana dan sarana desa dan perdesaan yang telah 

ditetapkan adalah sebanyak 6 (enam) dokumen, atau mencapai 150% dari target 

yang diperjanjikan. Bahan kebijakan tersebut telah ditetapkan dalam bentuk Surat 

Keputusan Direktur Jenderal terkait Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di 

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan. Adapun bahan 

kebijakan dan regulasi tersebut adalah sebagai berikut: 

a) Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 

107.1.3 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Objek 

Wisata Tahun Anggaran 2023; 
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b) Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 

214.1.3 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Potensi 

Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2023; 

c) Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 

215.1.3 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan 

Amenitas Wisata Tahun Anggaran 2023; 

d) Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 

126.1.3 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan, 

Pengembangan, dan Rehabilitasi Pasar Desa Tahun Anggaran 2023; 

e) Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 

414.1.3 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Operasional Bantuan 

Pembangunan, Pengembangan, dan Rehabilitasi Jalan Kawasan Perdesaan 

Melalui Mekanisme Swakelola Tahun Anggaran 2023; 

f) Keputusan Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Nomor 

521.1.3 tahun 2023 tentang Panduan Pengembangan Desa Wisata Nusantara 

Berkelanjutan. 

Realisasi Persentase Kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan 

Perdesaan yang sesuai dengan Dokumen Perencanaan Teknis Pembangunan 

Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan dan Fungsional pada tahun 2023 yaitu 

sebesar 100%, dimana bantuan pemerintah yang diberikan diberikan kepada 

penerima bantuan telah terbangun sesuai dengan kebutuhan pembangunan sarana 

dan prasarana di desa. Bila dibandingkan dengan targetnya, yaitu 70%, maka pada 

sasaran kegiatan ini persentase ketercapaian target yaitu sebesar 142,86% atau 

sudah melebihi target Perjanjian Kinerja. 

Realisasi jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang 

pembangunan sarana dan prasarana Desa dan Perdesaan pada tahun 2023 mencapai 

target yang ditentukan sebesar 100%, capaian ini berupa Laporan Kinerja 

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Tahun 2023. 

Laporan Kinerja tersebut mencakup data capaian kinerja Direktorat Pembangunan 

Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan dari realisasi program kegiatan 

Pembangunan, Pengembangan, Rehabilitasi Pasar Desa, Pengembangan Objek  

Wisata, Pengembangan Amenitas Wisata, Pengembangan Pariwisata Terpadu, dan 

Jalan Kawasan Perdesaan. 

2. Berdasarkan Jenis/Penerima Bantuan Tahun Anggaran 2023 

Pencapaian kinerja Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan 

Perdesaan apabila dibandingkan dengan target pada RO dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut: 
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Tabel 3. 2 Pencapaian Target pada RO 
 

 

KEGIATAN 

 

Sat. 
2023 

Rencana Realisasi Capaian 

Pasar Desa dan Perdesaan Unit 30 30 100% 

Pengembangan Obyek Wisata Unit 159 159 100% 

Pengembangan Amenitas Unit 8 8 100% 

Pengembangan Pariwisata Terpadu Unit 4 4 100% 

Sarana dan Prasarana Air Bersih Unit - - - 

Jalan Desa dan Perdesaan Km 3,0 4,5 150% 

 
Secara umum pencapaian kinerja berdasarkan jumlah/penerima bantuan, 

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan mencapai 

kinerja sebesar 100% dan khusus untuk jenis kegiatan Jalan Desa dan Perdesaan 

mencapai kinerja hingga 150%. Adapun untuk kinerja yang tidak tercapai 

disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran yang diakibatkan oleh Automatic 

Adjustment pada tahun anggaran 2023. 

 
3. Perbandingan Capaian 

Capaian kinerja berdasarkan perjanjian kinerja Direktorat Pembangunan Sarana 

dan Prasarana Desa dan Perdesaan tahun anggaran 2023 secara umum mengalami 

peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022. Peningkatan 

ini terlihat pada indikator Persentase kegiatan pembangunan prasarana dan sarana 

Desa dan Perdesaan yang sesuai dengan dokumen Perencanaan Teknis 

pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan Perdesaan dan fungsional yang 

mengalami peningkatan dari semula 124% pada tahun 2023, meningkat menjadi 

143%. 

Selain itu peningkatan pun dapat terlihat pada indikator jumlah dokumen hasil 

monitoring dan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan sarana, prasarana 

Desa dan Perdesaan, yang merupakan indikator kinerja utama baru sebagai akibat 

pemberlakuan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan 

Transmigrasi Nomor 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri 

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2023 

Tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2022-2024. Detail perbandingan capaian 

kinerja dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 s.d. Tahun 2023 
 

No 
Indikator Kinerja 

Utama 

2022 2022 2023 

Target Realisasi % Target Realisasi % Target Realisasi % 

1 Jumlah bahan kebijakan 

dan regulasi pemenuhan 

NSPK Desa dan 

Perdesaan yang 

ditetapkan 

4 0 0 4 6 150 4 6 150 

2 Persentase kegiatan 

pembangunan prasarana 

dan sarana Desa dan 

Perdesaan yang sesuai 

dengan dokumen 

Perencanaan Teknis 

pembangunan Prasarana 

dan Sarana Desa dan 

Perdesaan dan 

fungsional 

70 100 143 80 99 124 70 100 143 

3 Jumlah dokumen hasil 

monitoring dan evaluasi 

dan pelaporan di bidang 

pembangunan sarana, 

prasarana Desa dan 

Perdesaan 

- - - - - - 1 1 100 

 

 
Apabila diperbandingkan dari jumlah bantuan pemerintah yang diberikan oleh 

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan kepada 

penerima bantuan, maka dapat disimpulkan secara umum jumlah penerima bantuan 

pada tahun anggaran 2023 meningkat daripada Tahun Anggaran 2022 maupun 

Tahun Anggaran 2021, kecuali pada jenis bantuan Sarana dan Prasarana Air Bersih, 

dimana pada tahun 2023 tidak terdapat anggaran bantuan Sarana dan Prasarana Air 

Bersih. 

 
Tabel 3. 4 Perbandingan Jumlah Penerima Bantuan Tahun 2021 s.d.Tahun 2023 

 

 

KEGIATAN 

 

Sat. 
Realisasi 

2021 2022 2023 

Pasar Desa dan Perdesaan Unit - 20 30 

Pengembangan Obyek Wisata Unit 100 100 159 

Pengembangan Amenitas Unit 59 6 8 

Pengembangan Pariwisata Terpadu Unit - 2 4 

Sarana dan Prasarana Air Bersih Unit 1 1 - 

Jalan Desa dan Perdesaan Km - 1,9 4,5 
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4. Analisis Penyebab Perbedaan Realisasi Kinerja 

a) Perjanjian Kinerja 

Perbedaan pencapaian kirnerja Direktorat Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Desa dan Perdesaan berdasarkan perjanjian kinerja, disebabkan 

oleh beberapa faktor, diantaranya: 

• Pada Indikator Kinerja Utama Persentase kegiatan pembangunan 

prasarana dan sarana Desa dan Perdesaan yang sesuai dengan dokumen 

Perencanaan Teknis pembangunan Prasarana dan Sarana Desa dan 

Perdesaan dan fungsional, pada tahun 2023 realisasi mencapai 

mencapai 100% dikarenakan seluruh bantuan dapat terlaksana dengan 

baik, sedangkan pada tahun 2022 terdapat 1 desa yang tidak dapat 

dilaksanakan disebabkan adanya kendala di daerah. 

Selain itu secara target perjanjian, pada tahun 2023 terdapat penurunan 

target realisasi dikarenakan pertimbangan ketersediaan anggaran dan 

penambahan jumlah penerima bantuan. Faktor-faktor tersebut yang 

mendorong peningkatan kinerja Direktorat Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Desa dan Perdesaan dari 124% pada tahun 2022 menjadi 

143% pada tahun 2023. Peningkatan kinerja ini juga didukung dengan 

asistensi yang intens kepada penerima bantuan sehingga penerima 

bantuan dapat memilih menu bantuan yang tepat menyesuaikan waktu 

pekerjaan yang diberikan. 

• Terdapat penambahan Indikator Kinerja Utama berdasarkan Keputusan 

Menteri Desa Nomor 266 tahun 2023. 

b) Jumlah Penerima Bantuan 

Perbedaan pencapaian kirnerja Direktorat Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Desa dan Perdesaan berdasarkan Jenis/Jumlah bantuan, 

disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 

• Peningkatan anggaran Tahun 2022 yang sebesar 69.219.855.000 

menjadi 97.062.160.000 pada Tahun 2023, secara langsung 

menyebabkan peningkatan jumlah penerima bantuan. 

• Selain peningkatan jumlah bantuan, terdapat pula bantuan yang tidak 

dapat dilaksanakan, yaitu bantuan Pembangunan, Pengembangan, dan 

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Air Bersih. Hal disebabkan oleh 

adanya Automatic Adjustment pada tahun anggaran 2023. 

Pelaksanaan Automatic Adjustment, menyebabkan ketidaktersedianya 

anggaran dan keterlambatan kepastian pelaksanaan kegiatan fisik di 

lapangan, sehingga menyebabkan ketidakcukupan waktu pelaksanaan 

kegiatan. 
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B. Kinerja Anggaran 

1. Anggaran Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan 

Perdesaan 

Anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana 

desa dan perdesaan mengalami perbedaan dengan pagu akhir DIPA 2023. Pagu 

awal DIPA tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 98.262.160.000,- kemudian menjadi 

sebesar Rp. 97.062.160.000,- karena besaran blokir Automatic Adjustment telah di 

tarik ke Badan Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN). Untuk lebih 

jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 3. 5 Jumlah Anggaran Tahun 2023 

 

Anggaran Awal Akhir 

Pagu Efektif 98.262.160.000 97.062.160.000 

Automatic Adjusment 0 1.200.000.000 

 
Adapun rencana penyerapan anggaran Direktorat Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Desa dan Perdesaan untuk tahun anggaran 2023 adalah sebagai berikut: 

 

 
 

Gambar 3. 1 Kurva Rencana Penyerapan Anggaran TA 2023 

 

Dalam DIPA Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, alokasi 

anggaran Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan 

terbagi menjadi beberapa Rincian Output dengan Rincian sebagai berikut: 



14  

Tabel 3. 6 Alokasi Anggaran Berdasarkan Rincian Output 
 

No Rincian Output (RO) Anggaran 

1 Penyusunan NSPK Sarana dan Prasarana Desa 
dan Perdesaan 

150.000.000 

2 Masyarakat Pelaku Wisata yang Ditingkatkan 

Kapasitasnya untuk Mendukung Desa Wisata 

750.000.000 

3 Pasar untuk mendukung Prukades dan Kegiatan 

Ekonomi yang dibangun 

11.391.000.000 

4 Sarana Prasarana Desa Wisata yang Dibangun 

untuk Mendukung Destinasi Pariwisata 

73.414.160.000 

5 Pembangunan sarana dan prasarana 

perdagangan dan jasa, dan pariwisata 

1.850.000.000 

6 Amenitas Wisata yang 

dibangun/dikembangkan 

4.557.000.000 

7 Jalan untuk mendukung Prukades dan kegiatan 

ekonomi yang dibangun 

4.950.000.000 

Jumlah 97.062.160.000 

 

 
2. Realisasi Tahun Anggaran 2023 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Pembangunan Sarana dan 

Prasarana Desa dan Perdesaan, pada tahun 2023 berhasil mencapai realisasi 

anggaran sebesar Rp. 96.782.487.642 (99,71%) dari total anggaran sebesar Rp. 

97.062.160.000. Realisasi anggaran dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 3. 7 Realisasi Anggaran Tahun 2023 

 

Anggaran Pagu Realisasi Capaian 

Pagu Efektif 97.062.160.000 96.782.487.642 99,71% 

 
Distribusi realisasi anggaran sepanjang tahun 2023 secara umum mengikuti pola 

sebagai berikut: pada awal tahun anggaran (Januari s/d April) realisasi cenderung 

datar dibawah kurva perencanaan, hal ini disebabkan karena komposisi anggaran 

Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan yang sebagian 

besar adalah bantuan pemerintah (pola termin). 

Pada catur wulan kedua (Mei – Agustus) terjadi peningkatan realisasi dikarenakan 

kegiatan bantuan pemerintah sebagian besar telah melaksanakan Perjanjian Kerja 

Bersama (PKB) yang dilanjutkan dengan pencairan temin 1 sebesar 70% dari nilai 

bantuan. 

Pada catur wulan terakhir, penyerapan cenderung melandai dikarenakan hanya 

merealisasikan sisa termin (30%) dan pelaksanaan kegiatan rutin lainnya. Kurva 

realisasi anggaran tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut: 
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Gambar 3. 2 Realisasi Anggaran Terhadap Pagu DIPA 

Sedangkan capaian kinerja anggaran hingga akhir tahun anggaran 2023, apabila 

dirinci berdasarkan Rincian Output (RO), dapat dilihat pada tabel berikut: 

 
Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Berdasarkan Rincian Output TA 2023 

  

No Rincian Output (RO) Anggaran Realisasi Capaian 

1 Penyusunan NSPK 

Sarana dan Prasarana 

Desa dan Perdesaan 

150.000.000 146.670.450 97,78% 

2 Masyarakat Pelaku 

Wisata yang 

Ditingkatkan 

Kapasitasnya untuk 

Mendukung Desa 
Wisata 

750.000.000 694.060.700 92,54% 

3 Pasar untuk mendukung 

Prukades dan Kegiatan 

Ekonomi yang dibangun 

11.391.000.000 11.345.629.764 99,60% 

4 Sarana Prasarana Desa 

Wisata yang Dibangun 

untuk Mendukung 

Destinasi Pariwisata 

73.414.160.000 73.305.434.979 99,85% 

5 Pembangunan sarana 

dan prasarana 

perdagangan dan jasa, 

dan pariwisata 

1.850.000.000 1.847.807.093 99,88% 
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Capaian kinerja anggaran Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan 

Perdesaan pada Tahun Anggaran 2023, apabila dibandingkan dengan capaian 

kinerja anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dapat dilihat sebagaimana pada 

tabel berikut: 

Tabel 3. 9 Perbandingan Capaian Kinerja Anggaran Dit. PSPDP dalam 3 Tahun Terakhir 
 

No Rincian Output (RO) Anggaran Realisasi Capaian 

6 Amenitas Wisata yang 

dibangun/dikembangkan 
4.557.000.000 4.503.146.127 98,82% 

7 Jalan untuk mendukung 

Prukades dan kegiatan 

ekonomi yang dibangun 

4.950.000.000 4.939.738.529 99,79% 

Jumlah 97.062.160.000 96.782.487.642 99,71% 

No Rincian Output (RO) 

T.A. 2021 T.A. 2022 T.A. 2023 

Capaian Capaian Capaian 

1 Penyusunan NSPK 

Sarana dan Prasarana 

Desa dan Perdesaan 

- - 97,78% 

2 Masyarakat Pelaku 

Wisata yang Ditingkatkan 

Kapasitasnya untuk 

Mendukung Desa 
Wisata 

98.62% 99,60% 92,54% 

3 Pasar untuk mendukung 

Prukades dan Kegiatan 

Ekonomi yang dibangun 

85.24% 99,84% 99,60% 

4 Sarana Prasarana Desa 

Wisata yang Dibangun 

untuk Mendukung 

Destinasi Pariwisata 

99.83% 99,35% 99,85% 

5 Pembangunan sarana dan 

prasarana 

perdagangan dan jasa, dan 

pariwisata 

- 99,35% 99,88% 

6 Amenitas Wisata yang 

dibangun/dikembangkan 

98.75% 99,73% 98,82% 

7 Jalan untuk mendukung 

Prukades dan kegiatan 

ekonomi yang dibangun 

97.32% 99,91% 99,79% 

8 Sarana Pelayanan Dasar 

yang dibangun/ 

dikembangkan/ 

direhabilitasi  

(Sarana Air Bersih) 

99.94% 99,64 - 



17  

BAB IV PENUTUP 

 

 
A. KESIMPULAN 

1. Realisasi penyerapan Anggaran Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Desa dan Perdesaan tahun 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar 

Rp. 96.782.487.642,- (99,71%). Kendala dalam pelaksanaan kegiatan: 

a) Perencanaan yang tidak matang menyebabkan ketidakpastian lokus penerima 

bantuan sarana dan prasarana desa, sehingga lokus tidak dapat segera 

ditetapkan yang pada akhirnya berpengaruh pada penyelenggaraan kegiatan; 

b) Belum optimalnya koordinasi internal di lingkungan Unit Kerja Direktorat 

Jenderal Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan; 

c) Belum optimalnya koordinasi dan komunikasi dengan Unit Kerja terkait di 

tingkat daerah sampai dengan lapangan; 

d) Keterbatasan jumlah dan kemampuan/kompetensi SDM pada Direktorat 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan dalam menunjang 

percepatan pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023. 

2. Adanya kebijakan Automatic Adjustment Belanja K/L pada Tahun Anggaran 2023, 

berdampak pada: perubahan jumlah nominal alokasi bantuan pemerintah, 

penyesuaian target capaian pada volume kegiatan infrastruktur, dan mundurnya 

jadwal pelaksanaan kegiatan. 

3. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan pada tahun 2023 

masih terbatas pada pemberian bantuan Pembangunan, Pengembangan dan 

Rehabilitasi Pasar Desa; Pengembangan Objek Wisata Desa; Fasilitasi 

Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan Perdesaan; Pengembangan 

Amenitas Wisata, dan Pembangunan, Pengembangan, dan Rehabilitasi Jalan 

Kawasan untuk mendukung kegiatan prioritas Kementerian Desa, PDT dan 

Transmigrasi. 

Sementara sampai dengan saat ini masih banyak usulan/proposal dari Desa dan 

Kabupaten terkait permohonan bantuan penanganan masalah Sarana dan Prasarana 

lainnya yang tidak mampu ditangani dengan keberadaan dana desa. 

 
B. SARAN 

1. Untuk peningkatan kinerja kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa, 

selayaknya perencanaan dan penentuan lokus pemberian bantuan sudah dilakukan 

sejak T-1 pelaksanaan kegiatan. 

2. Peningkatan koordinasi dan komunikasi aktif dengan Kementerian/Lembaga 

terkait dan Pemerintah Daerah untuk mendapatkan dukungan dan kolaborasi 

program pembangunan sarana dan prasarana desa. 

3. Fasilitasi pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana desa yang 

bersifat pilot project selektif, dilakukan melalui kolaborasi dan sinergi program 

dengan Kementerian/Lembaga lain, yang dipadukan dengan kegiatan 

pemberdayaan masyarakat di bidang sarana dan prasarana desa. 
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4. Untuk peningkatan kinerja dan kelancaran pelaksanaan kegiatan, selain didukung 

oleh tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), perlu melibatkan 

Tenaga Ahli di bidang Infrastruktur, Arsitektur, Elektrifikasi dan Teknologi 

Informatika. 



19  

LAMPIRAN 

Lampiran 1. Dokumen Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Direktur Tahun 2023 
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 Lampiran 2.Dokumen Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja Direktur Tahun 2022 
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Lampiran 3. Dokumen SK Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Pengembangan Objek Wisata Tahun 2023 
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Lampiran 4. Dokumen SK Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata 

Terpadu di Kawasan Perdesaan Tahun 2023 
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Lampiran 5. Dokumen SK Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pengembangan Amenitas Wisata Tahun 

2023 
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Lampiran 6. Dokumen SK Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Pembangunan, Pengembangan, dan 

Rehabilitasi Pasar Desa Tahun 2023
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Lampiran 7. Dokumen Surat Tugas Kelompok Kerja dan Pembagian Lokus Pelaksanaan Bantuan 

Pembangunan Sarana dan Prasarana Tahun 2023 
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Lampiran 8. Dokumen Surat Tugas Pelaksana Identifikasi Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Desa dan Perdesaan Tahun 2023
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Lampiran 9. Dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Objek Wisata Tahun 2023 



87  

 



88  

 



89  

 



90  

Lampiran 10. Dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Potensi Pariwisata Terpadu di Kawasan 

Perdesaan Tahun 2023 
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Lampiran 11. Dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Pengembangan Amenitas Wisata Tahun 2023 
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Lampiran 12. Dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan, Pengembangan, dan Rehabilitasi Pasar 

Desa Tahun 2023 
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Lampiran 13. Dokumen Petunjuk Teknis Bantuan Pembangunan, Pengembangan dan Rehabilitasi Jalan 

Kawasan Perdesaan Melalui Mekanisme Swakelola Tahun 2023 
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Lampiran 14. Dokumen SK Dirjen PDP tentang Panduan Pengembangan Desa Wisata Berkelanjutan 
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 Lampiran 15. Dokumentasi Dokumen Hasil Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan 
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Lampiran 16. Dokumentasi Kegiatan 

a. Pengembangan Obyek Wisata 
 
 

  

 

BANTUAN BALAI KESENIAN DESA TELUK SUMBANG, KAB. BERAU 
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
 

  

 

BANTUAN BALAI KESENIAN DESA WRINGINANOM, KAB. PONOROGO 
PROVINSI JAWA TIMUR 
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BANTUAN GAZEBO DESA PINGGIRSARI, KAB. BANDUNG 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
 

  
BANTUAN GAZEBO DESA SINDANG, KAB. INDRAMAYU 

PROVINSI JAWA BARAT 
 

 

  

BANTUAN GAZEBO DESA BALAI PANJANG, KAB. LIMA PULUH KOTA 
PROVINSI SUMATERA BARAT 
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BANTUAN HOMESTAY DESA PONCORUSO, KAB. SEMARANG 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
 

  

BANTUAN HOMESTAY DESA KEBONTUNGGUL, KAB. MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 
 

  

BANTUAN HOMESTAY DESA PARA, KAB. KEPULAUAN SANGIHE 
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PROVINSI SULAWESI UTARA 

  

BANTUAN KOLAM PEMANDIAN DESA SIDOREJO, KAB. NGAWI 
PROVINSI JAWA TIMUR 

 

 

  
BANTUAN KIOS/KEDAI DESA KEMAMBANG, KAB. SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 
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BANTUAN TOILET DESA PANTOK, KAB. SEKADAU 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

 

b. Pasar Desa 

  

BANTUAN PASAR DESA TARAJU, KAB. TASIKMALAYA 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
 

  

BANTUAN PASAR DESA BATULAYA, KAB. POLEWALI MANDAR 
PROVINSI SULAWESI BARAT 
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BANTUAN PASAR DESA WALO, KAB. HALMAHERA SELATAN 
PROVINSI MALUKU UTARA 
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